Sist Lain Pengadaan Tanah

eberapa hari terakhir, Pe-

merintah Provinsi DK Ja

karta gencar melakukan

penggusuran, Bukit Duri dan
Kalijodo adalah satu dan sekian banvak
lokasi penggusuran yang dilakukan
Pemprov DKI, vang kemudian menjadi
viral di media sosial.

Penggusuran, dalam praktiknya, ber-
beda tipis dengan pengadaan tanah vang
secara awam dikenal dengan istilah pem-
bebasan lahan-kendati keduanya menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Peme-
rintahan sama-sama digolongkan dalam
belanja modal tanah. Perbedaan terletak
pada kedudukan hukum antara pemerin-
tah dan rakyat yvang berakibal pada ada-
udaknya dan bentuk ganii rugi.

Bila dalam penggusuran kedudukan
hukum antara pemenntah (baca: penggu-
sur) dan rakyat (baca: tergusur) tidak se-
tara, lain halnya dengan pengadaan tanah.
Dalam pengeusuran, sudah pasu tanah
lokasi penggusuran secara formal dan ma-
tertal merupakan hak muhk pemerintah
(baca: tanah negara) sehingga tergusur
tidak berhak atas ganti rugi. Dalam pe-
ngadaan tanah, terdapat pelepasan hak obj-
ek pengadaan tanah dengan cara pemberian
ganti rugl kepada pihak vang berhak dalam
bentuk vang, tansh pengganti, permukiman
kKembali, kepemilikan saham, atan bentuk
lain yvang disepakati bersama.

Jika Pemprov DKI melakukan peng-
cusuran, sudah pasti tanah vang menjadi
lokasi penggusuran secara formal dan
material benar-benar dimiliki dan dikua-
sai Pemprov DKI dan, dengan demikian,
tercatal dalam laporan keuangan Pem-
prov DKL Tergusur dalam hal ini merupa-
kan pihak ilegal karena menduduki tanah
yvang bukan haknya selama 1a ndak dapat
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menunjukkan bukti formal pemilikan
atau penguasaan tanah. Sesuai PP 71/
2010, seluruh biava penggusuran mesti-
nya menambah nilal aset tetap tanah
vang tercatat dalam laporan keuangan
Pemprov DKI tersebut.

Lain soal bila tanah yang menjadi lo-
kasi pengeusuran belum tercatat dalam
laporan keuangan Pemprov DKI, tidak
ditemukan bukn formal pemilikan tanah
atas nama Pemprov DKI, danfatau ter-
dapat pihak vang dapat menunjukkan
bukti formal pemilikan atau penguasaan
atas tanah yang ia duduki. Tentu saja da-
lam hal ini berlaku mekanisme penga-
daan tanah: harus ada pemberian ganti
rugi kepada pihak yang berhak, tanah ha-
s1l pengadaan harus disertifikatkan, dan
segala biaya pengadaan tanah mesu
dikapitalisasi menjadi aset tetap tanah
pada laporan keuangan Pemprov DKL

Dengan demikian, baik dalam peng-
gusuran maupun pengadaan tanah se-
sungruhnya tetap berlaku mekanizsme
pengadaan tanah sebagaimana diatur
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah bagi Pemba-
ngunan untuk Kepentingan Umum beri-
kut denvatnya, yvang diselenggarakan
melalui tahap perencanaan, persiapan,
pelaksanaan, dan penverahan hasil. Be-
tapa penting tahap perencanaan, persia-
pan, dan penverahan hasil, sebab dengan
melakukan tahap in1 pemerintah dapat
terhindar dan perilaku sewenang-we-
nang terhadap rakyat dan, di sisi lain, ke-
rugian negara dapat tercegah.
Bertentangan

Hal yvang luput dari perhatian publik
1alah bahwa pengadaan tanah yang se-
cara awam dikenal dengan istilah pem-
bebasan lahan itu tidak melulu berkaitan
dengan kesewenang-wenangan dan pe-

nindasan negara terhadap rakyat, me-
lainkan juga kemungkinan terjadinya ke-
rugian negara akibat penyvimpangan, per-
buatan melawan hukum, atau tindak
pidana korupsi.

Sejumlah kasus, misalnva kasus du-
gaan korupsi pembebasan lahan Pe-
labuhan Dorak di Kabupaten Kepulau-
an Meranti, kasus dugaan korupsi lahan
Warung Jambu Dua di Kota Bogor, dan
kKasus dugaan korupsi pengadaan tanah
unfuk pembangunan Kampus I1T TAIN
Imam Bonjol di Kota Padang, me-
nunjukkan bahwa dalam pengadaan
tanah rentan terjadi penvelewengan. Pe-
nyelewengan dilakukan oleh mereka
vang tahu pasti bahwa mekanisme
pengadaan tanah begitu rumitl sehingga
udak banvak orang dapat memahami
dan, di sisi lain, juga mengandung celah
hukum yang dapat digunakan untuk
merampok uang negara.

Celah hukum vang mula terkuak
ialah ketentuan pengadaan tanah skala
kecil yang diatur dalam derivat UU 2f
2012, vakn Peraturan Presiden Nomor
71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum, Perpres 71/
2012 1n1 telah mengalami empat kali
perubahan, yakni dengan Perpres 40/
2014, Perpres 99/2014, Perpres 30/2015,
dan Perpres 148/2015.

Dengan Perpres 4042014, Pasal 121
Perpres 71/201 2 diubah menjadi, “Dalam
rangka efisiensi dan efektivitas, pe-
ngadaan tanah yang luasnya tidak lebih
dart lima hektare dapat langsung oleh mns-
tansi vang memerlukan tanah dengan
para pemegang hak atas tanah dengan
cara jual beh atau tukar menukar atan cara
lain yang disepakati kedua belah prthak.™

Perpres 71/2012 memiliki derivat se-

bagal amanat Pasal 111 ayat (2)-nva
yang menyatakan bahwa petunjuk teknis
tahap pelaksanaan pengadaan tanah
diatur oleh Kepala Badan Pertanahan
MNasional. Derivat tersebut ialah Peratur-
an Kepala BPN Nomor 5 Tahun 20012
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pe-
ngadaan Tanah. Perka BPN 5/2012 ini
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
Momor 6 Tahun 2015,

Terkait dengan pengadaan tanah skala
kecil, Perka BPN 5/2012 sebagaimana
diubah dengan Perka BPN 6/2015
memuat ketentuan tambahan yang
menyatakan bahwa pengadaan tanah
vang luasnya tidak lebih dari lima hek-
tare dapat dilakukan langsung tanpa
melalu tahapan penvelenggaraan penga-
daan tanah yvang diatur dalam UU 2/2012
dan peratluran pelaksanaannya.

Pengamat hukum vang jeli pada gi-
lirannya akan mencatat, Perka BPN 5/
2012 sebagaimana diubah dengan Perka
BPN 6/2015 bertentangan dengan per-
aturan yvang lebih tinggi, yakni UL 2/
2012 dan Perpres 71/2012, vang sejati-
nya hanya memberi wewenang Kepala
BPN untuk mengatur petunjuk teknis ta-
hap pelaksanaan pengadaan tanah. Perka
BPN 5/2012 sebagaimana diubah de-
ngan Perka BPN 6/2015 telah melam-
paul kewenangan dengan menyatakan
bahwa pengadaan tanah skala kecil dapat
dilakukan tanpa melalu tahapan penye-
lenggaraan pengadaan tanah yang terdin
atas tahap perencanaan, persiapan,
pelaksanaan, dan penverahan hasil.
Pintu masuk

Perka BPN 5/2012 sebagaimana
diubah dengan Perka BPN 6/2015 pada
akhirnya menjadi “pintu masuk™ bagi
instansi yang memerlukan tanah untuk

melakukan pengadaan tanah tidak lebih
dari lima hektare tanpa melalui tahap
perencanaan, persiapan, dan penverahan
hasil. Praktik yvang kemudian terjadi
ialah pemecahan pengadaan tanah dalam
dua atau lebih tahun anggaran dengan
tujuan agar dapat dilakukan pengadaan
tanah skala kecil vang ndak memerlukan
tahap perencanaan, persiapan. dan
penyverahan hasil.

Absennya tahap perencanaan, persia-
pan, dan penverahan hasil dalam penye-
lenggaraan pengadaan tanah merupakan
sinyal (redflag) terjadinya penyimpa-
ngan yvang berujung pada kerugian ne-
para. Lebih lanjut, hal itu menyebabkan,
pertama, ttimbulnya dampak lingkangan
dan sosial-ekonomi akibat pengadaan ta-
nah sebab instansi yang memerlukan
tanah tidak melakukan studi kelayakan
sesual tahap perencanaan.

Kedua, ganti rugi diberikan kepada
pihak vang tidak berhak sehingga tanah
tidak dapat dimiliki dan dikuasai secara
formal dan material oleh instansi vang
memerlukan tanah. Atau, sebenamya ti-
dak perlu dilakukan pemberian ganti rugi
karena tanah tersebut merupakan tanah
negara, Hal tersebut tidak akan terjadi
jika dilakukan tahap persiapan vang
memuat pengumpulan data awal pihak
vang berhak menerima gant rugi.

Ketiza, instansi vang memerlukan ta-
nah tidak merasa perlu untuk melaku-
kan pendaftaran atau penyertifikatan ta-
nah sebagaimana diatur dalam tahap pe-
nverahan hasil. Hal imi mengakibatkan
tanah hasil pengadaan tidak kuat secara
pengendalian intern sehingga rentan di-
lakukan pengadaan atas lanah yang sama
di kemudian hari. %%
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